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ABSTRAK

Menurut hukum Islam, akad pernikahan adalah suatu perbuatan hukum yang
sangat penting dan menngandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya. Oleh
karena itu, dalam pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan
dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum wajib dicegah oleh siapapun yang
mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakan.
Seperti perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, dimana pembatalan ini
terjadi karena kesalahan yang sangat fatal akibat salah wali, schingga pernikahan tersebut
tidak memenuhi rukun dan syarat suatu akad pernikahan.

Perkara pembatalan nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung
merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Hal tersebut memberikan
kesempatan kepada penyusun untuk lebih lanjut dan melacak sebab terjadinya salah wali
di Pengadilan Agama Tulungagung dan bagaimana pertimbangan dan dasar hukumnya
ketika Majlis Hakim memutuskan perkara tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif—yuridis, pendekatan
normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada teks ayat al-Qur’an, hadis, dan kaidah
usul figh serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah tersebut. Pendekatan
yurudis adalah pendekatan yang berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan nikah dan wali.

Adapun hasil penclitian bahwa perkara salah wali merupakan salah satu yang
dapat dijadikan alasan pembatalan nikah, dimana perkara salah wali ini terjadi karena
ketidaktahuan atau keawaman masyarakat Tulungagung tentang hukum Islam sehingga
dalam pelaksanaan akad nikah belum memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan
sehingga pihak Pengadilan Agama Tulungagung bisa memutuskan perkara tersebut
berdasarkan bukti-bukti yang ada.
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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah sclesaikan sesuatu urusan, maka apabila kamu telah
selesaikan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh.
Dan hanya Allah-lah hendaknya kamu berharap.

{Q.S. Al-Insyiroh ayat 5-8)

Orang berakal tidak akan lelah
Untuke meraih manfaat berpikir,
Tidak putus asa dalav menghadapi keadaan,

dan tidak akan pernah berhenti

Aavi be»p[kz[rdﬁn beresaha.
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yang telah memberikan doa, dukungan o cinta Rasih dalam setiap langRah
hidupku

Mbak Nurul, Mas Arf, Mas Rudi dan Jefri serta Keponakanku Faza dan
Azam yang telah memberikan semangat dan mengisi han-hariRy
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini

berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987,

No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No. | Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

i T | Alif | L. tidak dilambangkan
2. - Ba' b be
. - Ta' t te
4. & Sa’ 8 es (dengan titik di atas)
5. d Jim i je
6. 3 Ha’ h ha (dengan titik bawah)
7. t Kha’ kh ka dan ha
8. 4 Dal d de
9. 3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
10. J Ra’ r er
11. J Zai z zet
12. a5 Sin s es
13. ui Syin sy es dan ye
14. ua Sad $ es (dengan titik bawah)
15, L Dad d de (dengan titik di bawah)
16. 5 Ta’ t te (dengan titik di bawah)
17. 5 Za’ zZ zet (dengan titik di bawah)
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18. & Ain’ Snins koma terbalik ke atas
19. '& Gain’ g ge
20. o Fa f ef
21. %] Qaf q ki
22, d Kaf k ka
23, J Lam 1 el
24. o Mim m em
25. O Nun n en
26. N Wau w we
27. ] Ha’ h ha
28. & Hamzah P IR apostrof
29 S Ya’ y ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap
CJ:.‘J:‘-’:W ditulis muta ‘agqgidain

3. Ta’ marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan, ditulis A

b ditulis hibak

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya.
Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat

hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis ¢

A Aaxd ditulis ni ‘matullah
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48 R ditulis barakatan atau barakatin atau barakatun

c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah, ditulis #

3)3-.‘"1‘ g‘-".-.uﬂ-“ ditulis al-madinah al-munawwarah

4. Vokal
- —— " (fathah) ditulis a S ditulis kataba
- ———  (kasrah) ditulis i )Sl" ditulis zukira
- ———  (dammah) ditulis  u O ditulis Aasuna

- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :

@S —ai S = kuifa
5 B = au dP=(}uula

- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol —

contohnya : dﬁ = gala
d:‘é = gila
S = yaguly

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

£5

?:L.!H ditulis @ ‘antum



s ditulis widdat
(“:‘)Sﬁ U“y ditulis la in syakartum

6. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila dikuti huruf qamariyah, ditulis al-
Y gitulis ar-jasar

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf

svamsiyvah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf a/-nya.
s )M ditulis ar-rahman

7. Huruf besar (kapital)
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi
dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan
huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandang.

d}“‘_) Y\ Aatea LA_B ditulis Wa ma Muhammadun illa Rasul

8. Penulisan Kkata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut

pengucapannya atau penulisannya.

w25 A s 53 ditulis zawi al-furud
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia di dunia ini berpasang—pasangan,
laki-laki dan perempuan. Hi‘kmah adannya hidup berpasang—pasangan adalah
supaya manusia dapat hidup untuk saling berdampingan, dua sejoli sebagai
suami istri dan membangun rumah tangga yang sakinah. Untuk dapat hidup
berdampingan, manusia harus melaksanakan perikatan yang disahkan oleh
agama dan hukum Negara. Perikatan yang disahkan dalam agama Islam dan
hukum Negara di Indonesia disebut dengan ikatan pernikahan.

Pernikahan dalam Islam tiddk dapat dianggap hanya sekedar sarana
untuk menyatukan jasmani laki-laki dan perempuan serta untuk mendapatkan
anak, pernikahan juga tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan
keinginan—keinginan alami atau nafsu yahg bergejolak, tetapi tujuan
pernikahan memiliki pengertian jauh lebih mendalam dari pada realitas-
realitas yang jelas yang bersifat fisik.'

Allah SWT. telah memberikan ketetapan tentang pernikahan bagi

manusia dengan aturan—aturan vang tidak boleh dilanggar’. Aturan-aturan

' Abu Jones, Jamilah dan Aminah, Monogami dan Poligini, cetl. (Jakarta: PT Raja Grafindo

Pcrsada, 1996), him. 11.

? Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986). him. 8 *



B2

vang telah ditetapkan oleh Allah SWT merupakan suvatu landasan bagi
manusia untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum agama dan
negara. Disamping itu, ketetapan tesebut digunakan untuk mengatur
kehidupan manusia agar tidak hidup bebas tanpa kendali. Dalam mengatur

hubungan antar manusia, Allah SWT berfirman:

30y Sz ¢ 3 LY es 3 0)

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah, ialah
melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang
laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara
kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan keduanya untuk
mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa kasih
sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.*
Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Tahun 1974
No.1 Pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara secorang pria
dengan scorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang
kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6
disebutkan bahwa syarat-syarat pernikahan adalabh :

1. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Untuk melangsungkan Pernikahan seseorang yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin keua orang tua.

* Ar-Ram (30):21

* Socmiyati, Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan, cet]. (Yogyakarta: Liberty,
1999), him. &.



3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia tau
dalam kecadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari
wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mercka masih
hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah scorang atau lebih diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atau
permintaan orang terscbut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan
tidak menentukan lain.’

Berdasarkan pasal di atas, maka peranan wali dalam pernikahan
sangatlah penting. Seperti ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh

Abu Dawud, Ibni Majah dan Tirmidzi dari Aisyah ra., yaitu:

6 .“ ;
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Menurut Syafi’i, orang-orang yang sab menjadi wali ialah:

“Bapak, kakek dan seterusnya sampai ke atas, saudara laki-laki sekandung,
saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
anak laki-laki dari saudara laki-laki scbapak, saudara bapak yang laki-laki
(paman), anak laki-laki dari paman, hakim. Dan suatu pernikahan baru
dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu”.’

* Undang-Undang Perkawinan di Indonesia di Lengkapi Kompilasi Hukum di Indonesia (Surabaya:
Arkola,), him. 6-7.

& Al- Bukhari, Sapih al-Bukhari, bab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) [:132, hadis No.2082.

" Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Isiam, cet.IX. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981),
hlm. 55.



Dari beberapa syarat dan rukun untuk sahnya pernikahan, wali nikah
adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Bahkan menurut Syafi’i
tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan,
sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah
untuk sahnya pernikahan.

Dengan kebinekaan yang ada di Indonesia, ada diantara sebagian
masyarakat yang melakukan kekeliruan dalam pemilihan wali, dan mengapa
hal itu bisa terjadi sehingga bisa membatalkan pernikahan seperti yang terjadi
di Pengadilan Agama Tulungagung.

Bagaiamanapun telitinya suatu pemeriksaan, ternyata masih ada saja
terjadi kekeliruan dan pelanggaran seperti yang terjadi di Tulungagung, ada
suatu kasus pernikahan yang dilakukan sepasang suami isteri vang dalam
pernikahannya tidak menggunakan wali yang sah. Kasus ini terjadi pada
tahun 2006, yang menjadi bukti masih ada kekeliruan dan pelanggaran
terhadap syarat—syarat yang telah ditentukan. Pernikahan semacam ini dapat
diajukan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan.

Sebuah pernikahan dapat dinyatakan cacat hukum dan dapat dikenai
sanksi, sehingga pernikahan menjadi batal karena tidak memenuhi syarat—
syarat pernikahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan
Nomor | Tahun 1974 Pasal 22 dan Pasal 71 (e) Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat dalam pembatalan pernikahan dapat membawa akibat
hukum baik bagi suami ataupun istri dan keluarga masing-masing pihak,
maka pembatalan pernikahan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama

yang membawahi tempat tinggal mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 49



Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan tentang kewenangan
Pengadilan Agama dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan yang
terjadi dalam pernikahan. Ketentuan ini juga berguna untuk menghindari
terjadinya pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh instansi lain di luar
Pengadilan Agama.®

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut dan menelusuri sebab terjadinya salah wali di

Pengadilan Agama Tulungagung beserta bagaimana pertimbangan dasar

hukumnya dalam memutuskan perkara karena salah wali.

B. Pokok Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas maka pokok masalah yang
akan dibahas dalam skripsi ini adalah:
1. Mengapa terjadi pernikahan salah wali di Pengadilan Agama
Tulungagung?
2. Apa dasar dan pertimbangan hukum Majlis Hakim dalam memutuskan

perkara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Tujuan dari penelitian ini dalah untuk mengetahui mengapa terjadi
salah wali.

b. Apa dasar yang digunakan Majlis Hakim dalam memutuskan perkara.

®A. Mukti Arlo, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetIV. (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), hlm. 231.



2. Kegunaan
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya
dalam dua hal sebagai berikut :
a. Diharapkan dapat diketahui alasan terjadinya salah wali; karena
keawaman terhadap hukum atau hanya khlilafan masyarakat.
b. Dapat dijadikan bahan untuk pembinaan kepada masyarakat sebelum
pernikahan berlangsung, sehingga kasus salah wali tidak terulang

lagi.

D. Telaah Pustaka

Sudah cukup banyak kajian atau penelitian tentang pembatalan nikah
atau wali yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, akan tetapi belum ada
penelitian yang meneliti mengenai Putusan Hakim tentang Pembatalan Nikah
Salah Wali di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai obyek penelitian
dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi.

Sejauh  pengamatan penyusun terdapat beberapa literatur yang
membahas tentang wali dan pembatalan nikah, baik berbentuk kitab tafsir,
Undang—undang, buku—buku bacaan maupun skripsi.

Di ntara kitab tafsir yang yang membahas wali adalah Tafsir al-
Misbah karya Quraish Shihab. Dalam kitab ini ditegaskan, bahwa tentang

wali tidak menjadi keharusan dalam pernikahan bagi janda sehingga menjadi



hak mutlaknya, akan tetapi bagi seorang gadis wali merupakan keharusan
dalam pernikahan.’

Dalam kitab al-Mabsut ditulis, menurut Abu Hanifah (80-10/ 696-
767), pendiri madhab Hanafi, pernikahan tanpa wali (menikahkan diri
sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis
atau janda, sekufu atau tidak, adalah boleh. Hanya saja, kalau tidak sekufu,
wali berhak membatalkan (mempunyai hak i'tirad). Sementara menurut
Muhammad bin al-Hasan as—Saibani (w. 189/805), murid dekat Abu
Hanifah, status pernikahannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak
sekufu. Sedang menurut Abu Yusuf (w. 182/795), murid dekat lain, ada
perkembangan ide. Awalnya, Abu Yusu berpendapat tidak boleh secara
mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian
berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekuu atautidak.'®

Buku—buku umum yang membahas tentang wali antara lain karya M.
Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran. Buku tersebut membahas bagaimana al-
Quran menjelaskan tentang kematian, memberikan pemahaman tentang dosa,
hari akhir, neraka, seni, makanan, dan pakaian. Buku tesebut juga
menjelaskan anjuran yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam
menjalin ukhuwah, silaturahim dan berdagang. Dengan menggunakan metode
tafsir maudhu’i, dan kemudian menghimpun ayat-ayat al-Quran yang

berkaitan, perwalian disini dijelaskan oleh Abu Hanifah, Zufar, al-Zuhri dan

? M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, cet.V. (Jakarta:
Lentera Hati, 2003), Vol [, him. 501.

" Khoruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan
perkawinan muslim kontemporer,(Jakarta: 2002), him. 169.



lain—lain bahwa wanita boleh menikahkan dirinya tanpa adanya perwalian.
Pernyataan ini didasarkan pada Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 234 yang
mengisyaratkan hak wanita bebas melakukan apa saja yang baik. Selain itu,
Al-Quran bukan hanya sekali menisbahkan bagi para wanita, Quran surat
Al-Bagarah (2):230 dijadikan dasar bagi mereka yang tidak mensyaratkan
adanya wali, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh janda. Dengan demikian,
pernikahan tanpa wali hanya diperbolehkan pada kasus pernikahan janda,
bukan gadis. Menurut Quraish, pernikahan hendaknya tetap menghadirkan
wali baik bagi gadis atau janda. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat
penting karena jikan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka
ada bukti yang dapat dijadikan rujukan. Pernyataan tesebut dijelaskan al-
Quran surat An—Nisa ayat 25: "Nikahilah mereka atas seizin keluarga (tuan)
merek”. Ayat ini dapat dijadikan rujukan berkaitan dengan budak-budak
wanita yang boleh dinikahi."

Khoirudin Nasution dalam bukunya Islam Tentang Relasi Suami
Isteri ( Hukum Perkawinan I), dalam salah satu bab dibahas tentang wali
nikah. Dimana dalam pembahasannya menurut Imam Malik, pendiri mazhab
Maliki, pada Minta Persetujuan Gadis dan janda ditulis athar ‘Umar yang
mengaharuskan izin wali atau wakil terpandang dari keluraga atau hakim
untuk akad nikah. Menurut Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, pernikahan
tanpa wali (menikahkan sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab

untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak, adalah boleh dan

""'M. Quraish Shihab, Wawasan al-Our’an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat
(Bandung: Mizan, 2001), him. 203.



menurut Imam Syafi’i, kehadiran wali salah satu rukun nikah, yang berarti
tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah.."”

Buku karya Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, vang diterjemahkan
Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun menjadi Analisa Figih Para
Mujtahid, secara umum menjelaskan empat hal pokok, yaitu: 1). persyaratan
wali bagi sahnya nikah, 2). sifat-sifat wali, 3). macam-macam wali dan
urutannya dalam perwalian berikut dengan hal-hal yang terkait, keberatan
wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya, dan 4). hukum
perselisihan yang terjadi diantara wali denagn orang yang walikannya."

Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, wali nikah
menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali pernikahan tidak sah. Sejalan
dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam Perundang—
undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-
kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan wali hakim, yakni:(i) kalau
tidak ada wali nasab; (ii) tidak mungkin menghadirkan wali nasab; (iii} tidak
diketahui tempat tinggal nasab; (iv) wali nasab gaib;(v) wali nasab enggan
menikahkan."

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara

tegas dinyatakan adanya lembaga nikhul fasid dalam Hukum Perkawinan di

12 Khairuddin Nasution, fs/lam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan ) cet.l. (Yogyakarta:
ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004,

“Ibnu Rusyd, Analisa Figih Para Mujtahid, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet.
11 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 409-425.

'* Khoiruddin Nasution, /sfam tentang Relasi Suami Isteri, hlm. 93



Indonesia. Hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentnag batalnya
pernikahan, vyaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 38, Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975. dalam pasal-pasal peraturan perundang—undangan
terscbut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk
membatalkan suatu pernikahan apabila pernikahan itu dianggap tidak sah ( no
legal force), atau apabila suatu pernikahan dianggap tidak memenuhi syarat—
syarat pernikahan yang telah ditentukan, atau apabila pernikahan yang sudah
dilaksanakan itu diketahui ada cacat hukum sebagai akibat dari suatu
kebohongan dan kekeliruan atau karena paksaa'

Penelitian tentang pembatalan nikah dan wali yang berbentuk skripsi
diantaranya Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah Dilakukan oleh Wali
vang Tidak Berhak (Studi atas Pendapat Madhab Syafi’i dan Pengaruhnya
terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia). Skripsi ini membahas tentang
pendapat Mazhab Syafi’l mengenai wali nikah. Menurut Syafi’iyyah tertib di
antara para wali adalah syarat yang harus dipenuhi, yang didasarkan pada
‘urf. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, pendapat Mazhab Syafi’i
sangat dominan pengaruhnya dalam pembentukan hukum perkawinan di
Indonesia, terbukti dengan banyaknya materi dari hukum Islam khususnya

Mazhab Syafi’i sebagai contoh tentang kedudukan wali dalam akad nikah dan

15 Khoiruddin Nasution, Islam tentang Relasi Suami Isteri, him. 44,



batalnya akad nikah yang dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang
tidak berhak."®

Skripsi yang kedua tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek
Wali Hakim sebagai Wali Nikah mempelai perempuan yang dilahirkan
kurang dari enam bulan di KUA Kec. Pandas Kab. Bantul, menjelaskan
tentang adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai wali nikah vang
berhak menikahkan mempelai perempuan yvang terdeteksi dilahirkan kurang
dari enam bulan.'”

Skripsi yang ketiga Pembatalan Perkawinan karena adanya
Pemalsuan Identitas Isteri ( Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto,
Nomor Perkara: 76/Pdt.G/199/PA.PWT), skripsi ini membahas mengeanai
alasan—alasan Hakim dalam memberikan putusan berupa pembatalan
perkawinan. Pembatalan tersebut dikarenakan pihak isteri tidak jujur dalam
statusnya, yaitu pihak isteri mengaku masih gadis (belum menikah), padahal
faktanya pihak isteri masih menjadi isteri pria lain atau masih mempunyai
suami.'®

Penelitian ini difokuskan pada dasar dan pertimbangan hukumnya
terhadap pembatalan nikah yang disebabkan karena salah wali dan mengapa

sampai terjadi salah wali dalam suatu pernikahan.

' Nurhayati Kusumaningsih, Pembatalan Pernikahan karena Akad Nikah dilakukan oleh Wali
vang Tidak Berhak ( Studi atas Pendapat Mazhab Syafi'l dan Pengaruhnya terhadap Perkawinan di
Indonesia), Skripsi Sarjana [AIN Suka Yogyakarta (1998)

17 Nanang Samsul Rijal, Tinjauan Hukum Islam terhadap Prakiek Wali Hakim sebagai Wali Nikakh
mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari Enam Bulan di KUA kec. Pandas Kab Bantul, Skripsi
Sarjana UIN Suka Yogyakarta (2006)

" Awaluddin Nur Imawan, Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan ldentitas Isteri (
Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor Perkara: 76/Pdi.G/ 1996/PA.PWT), skripsi Sarjana
UIN Suka Y ogyakarta (2001).



E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama kemanusiaan yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia (way of
life). Syari’at Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Qur’an dan as-
Sunnah, bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan di
akhirat. Di dalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap
manusia. Dari aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah
berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya dalam hal wali pernikahan.

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad pernikahan sudah
lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan
wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa
pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali, pernikahan tersebut tidak sah
karena kedudukan wali dalam akad pernikahan adalah salah satu rukun yang
harus dipenuhi.

Allah Ta’ala berirman,
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Dalam hadis juga disebutkan bahwa pernikahan harus dihadiri wali
mempelai perempuan, yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu

Majah dan Tirmidzi dari Aisyah ra.,

1% Al-Bagarah (2):232
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Apabila suatu akad pernikahan telah dilaksanakan dan dalam
pelaksanaannya terdapat hak—hak yang tidak sesuai atau bertentangan dengan
ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun dan syaratnya atau setelah
pernikahan berjalan, ternyata timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat
akad pernikahan, maka pernikahan itu diakhiri berdasar atas kehendak
hukum. Kategori berakhimya pernikahan oleh sebab kehendak hukum:
Pembatalan pernikahan sebab terbukti terdapatnya larangan pernikahan

antara suami dan isteri.

2. Pembatalan pernikahan karena kurang atau rusak salah satu atau beberapa

rukunnya.

3. Difasidkannya pernikahan karena kurang atau rusaknya salah satu atau

beberapa syarat pada rukun pernikahan.

4. Berakhirnya pernikahan karena terjadinya suatu yang menurut hukum

merusak pernikahan, seperti masuk Islamnya suami atau isteri, murtadnya
suami atau isteri.

Bila terjadi perkara pembatalan pernikahan, pengadilan dalam
memutuskan perkara harus benar—benar berdasarkan kemaslahatan rumah
tangga, mengingat dalam Pasal 22 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun
1974 disebutkan bahwa: perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

memenuhi  syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan

" Al- Bukhari, Sahih al-Bukhari, bab an-Nikah (Beirut: Dar al-Fiks, 1981) 1:132, hadis No.2082.



tersebut bisa batal dan bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya
tidak menentukan lain.

Prinsip yang sama di atas, ditemukan dalam Undang—undang
perkawinan No.l Tahun 1974 Pasal 26 ayat (1) pernikahan yang
dilangsungkan di muka pegawai pencacat pernikahan yang tidak berwenang,
wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua)
orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Dalam Pasal 19 intruksi Presiden Republik Indonesia No.l Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wali
nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sehingga
dengan tidak adanya wali nikah pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau
batal.

Pembatalan pernikahan di Indonesia harus melalui keputusan
pengadilan, maka hakim dalam memberikan keputtsan harus berdasarkan
pertimbangan dan alasan tepat, karena dalam ilmu hukum kita mengenal
adanya kaidah bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan
hukum. Karena itu hakim dapat menggunakan saksi sebagai ahli untuk
menambah pengetahuannya dalam memutuskan perkara.

Selanjutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim
wajib untuk:

1. Mengkonstantir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta

yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat-alat bukti yang



sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalm duduk perkara dan
Berita Acara Persidangan.

2. Mengkualifisir peristiwa atau fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai
peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menemukan
hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatiring itu untuk kemudian
dituangkan dalm pertimbangan hukum.

3. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan
dalam amar putusan.

Dengan demikian, untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata
pernikahan yang dilangsungkan dengan melakukan kesalahan dalam
pemilihan wali, jelas—jelas akan mendatangkan mudarat bagi kedua belah
pihak, maka menurut kaidah hukum lIslam, sudah pasti kemudorotan tersebut
harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

g
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Unsur kemaslahatan umat merupakan tujuan utama ditegakkannya
hukum, sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman
secara menyeluruh. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, bahwa maslahat ada dua
macam, pertama: kemaslahatan yang jelas—jelas ditujukan oleh nas dan dapat
disebut maslahat al mu’tabarah, dan kedua yaitu maslahat yang tidak

didasarkan pada petunjuk nas secara langsung dan tidak pula melarangnya,

* Miflahul Arifin, Faishal Haq, Usul Figh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya:
Citra Media, 1997), him. 286,

22 Abi al-Fadh Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-Suyiiti, a/-Asybah wa an Nazir, cet.l (Daral-Kutub
as-Sagafiyah, 1994), hlm.117.
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tetapi dasar kemaslahatan adalah kepentingan umum untuk kemaslahatan.
Maka demikian disebut maslahat al mutsalah.™

Menurut Yusdani, dalam bukunya yang membahas tentang teori
Najmudin al-Tufi tentang kepentingan umum, mengatakan bahwa:
“ Setiap hukum yang kita putuskan terkadang mengandung kepentingan
umum secara penuh atau mengandung mafsadat secara penuh pula, atau
mengandung kedua-duanya. Jika kepentingan umumnya hanya satu, maka
kemungkinan kepentingan umum tersebut banyak dan lebih dari satu atau tiga
kepentingan umum, dan bisa dikompromikan, lakukanlah mana yang bisa
diamalkan. Jika dapat mengamalkannya dengan satu kepentingan umum saja,

dan kepentingan umum tersebut berbeda-beda tingkat kepentingannya, maka

dahulukan yang lebih penting. Jika kekuatannya sama dibolchkan memilih

salah satu diantara kepentingan umum tersebut”.**

Kaitannya dengan pembatalan pernikahan, sebagaimana tercantum
dalam pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa
pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan pernikahan, bukan berarti dengan sendirinya
pernikahan tersebut batal. Namun pembataln pemnikahan tersebut harus
melalui keputusan pengadilan.”

Para ahli hukum berpendapat bahwa tiap pernikahan hanya dapat

dinyatakan “ vermietighaar” (dapat dibatalkan), artinya bahwa pernikahan

yang diajukan oleh penuntut yang ditunjuk oleh Undang-Undang.*®

23 Abdul Wahhab Khataf, /imu Usul al-Figh (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), him. §4-85.

® Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum Kajian Konsep Fhukum Islam
Najmudin At-Tufi (Yogyakarta: UIl Press, 2000), hlm 63.

25 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, him.34.

26 Komariah, Hukum Perdata, cet.1V. (Malang: UUM Press, 2005),hlm 49.
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Putusan Pengadilan merupakan penentuan tahap akhir, apakah
pernikahan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui
pertimbangn kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan
hakim baik tentunya akan selalu memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek
sekaligus berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan
manfaat bagi para pihak dan masyarakat.”’

Berdasarkan teori—teori kemaslahatan dan atau kepentingan umum
diatas, penyusun berusaha untuk menguraikannnya dalam menganalisa pokok
permasalahan yang telah disusun, dalam perkara pembatalan pernikahan di

Pengadilan Agama Tulungagung.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitiaﬁ lapangan (field research), yaitu
penelitian dengan cara mencari data secara langsung ke lokasi penelitian,
dalam hal ini bagaimana putusan hakim di Pengadilan Agama

Tulungagung dalam menyelesaikan pembatalan pernikahan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung. Adapun
pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:
a. Berdasarkan pengamatan sementara bahwa di Pengadilan Agama

Tulungagung terdapat kasus gugatan pembatalan nikah karena salah

27 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, him.53.



wali. Oleh sebab itu, penulis cenderung meneliti mengapa sampai
terjadi kasus gugatan pembatalan pernikahan karena salah wali.
b. Di samping masalah tersebut belum pernah diadakan penelitian
sebagai bahan kajian karya ilmiah.
3. Sifat Penelitian
Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik,yaitu setelah data
terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai penyelesaian perkara
pembatalan pernikahan karena salah wali di Pengadilan Agama
Tulungagung kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadapnya.
4. Sumber Data
a.  Sumber data primer.
1) Berkas perkara berupa Putusan tentang Pembatalan Nikah Salah
Wali di Pengadilan Agama Tulungagung.
2) Hasil Wawancara
b. Sumber data sekunder.
1) Buku-buku atau kitab—kitab tafsir atau figh yang membahas
sekitar kasus pembatalan nikah dan wali.
2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Buku—buku lain sebagai pendukung.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

maka dipergunakan tehnik sebagai berikut :



a. Wawancara, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui
komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Wawancara dalam
penelitian ini menggunakan bentuk semi structured, yaitu mula—mula
menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian
satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.”®

b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri
dokumen-dokumen yang ada berhubungan dengan masalah
pembatalan nikah dan wali.

6. Pendekatan
Pendekatam yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti
dengan mendasarkan pada hokum positif yang berlaku di Indonesia

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan
pada teks ayat al-Qur’an, hadis dan kaidah usul figh.

7. Metode Analisis Data
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
penyusun mempertajam analisis dengan memahami secara mendalam
tentang pertimbangan hukum Majlis Hakim Pengadilan Agama

Tulungagung tentang pembatalan pernikahan karena status wali nikah

yang tidak sah. Kemudian menggunakan metode berfikir induktif yaitu

menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum

¥ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. 11, (Jakarta:Rineka Cipta,
1998). him. 231.
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yaitu menguraikan fakta—fakta yang terjadi pada masyarakat Tulungagung

yang berkenaan dengan pernikahan salah wali.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah memahami isi tulisan ini, maka penulis
membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, berupa pendahuluan yang bertujuan untuk
mengantarkan pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Bab ini
terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan
dan keguanan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum seputar pembatalan
nikah dan wali. Tinjauan atau pembahasan yang dimaksudkan adalah konsep
dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian. Bab ini terdiri dari empat
sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pembatalan nikah yang
meliputi pengertian, dasar hukum dimana di dalamnya dijelaskan rukun dan
syarat pernikahan. Sub bab kedua menjelaskan tentang pihak-pihak yang
berhak mengajukan pembatalan nikah. Sub bab ketiga menjelaskan tentang
sebab—sebab dan akibat hukum dari pembatalan nikah, dimana akibat hukum
pembatalan nikah meliputi akibat hukum yang berhubungan dengan suami
isteri, akibat hukum yang berkaitan dengan anak dan akibat hukum yang

berkaitan dengan harta bersama. Sub bab terakhir atau keempat menjelaskan
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perwalian dalam pernikahan yang meliputi pengertian dan syarat—syarat
perwalian, serta orang—orang yang berhak menjadi wali.

Setelah diketahui apa dan bagaimana pembatalan nikah dan wali
selanjutnya dalam bab tiga diuraikan dan dijelaskan mengenai kasus salah
wali di Pengadilan Agama Tulungagung yang yaitu perkara Nomor
461/Pdt.G/2006/PA.TA dan pertimbangan Hukum yang dipergunakan Hakim
dalam menyelesaikan perkara pembatalan nikah akibat salah wali.
Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh dasar dalam mempertajam
analisis.

Bab empat, berisi analisis tentang pembatalan nikah akibat salah
wali yang meliputi analisis tentang terjadinya salah wali di Pengadilan
Agama Tulungagung dan analisis pertimbanhgan dasar Hukum Majlis Hakim
dalam memutuskan perkara tersebut. Pembahasan ini dimaksudkan untuk
memperoleh jawaban konkrit dari pokok masalah yang mengantarkan pada
kesimpulan.

Bab kelima, merupakan penutup dimana penyusun mengemukakan
i(esimpulan umum dari skripsi inl secara keseluruhan. H‘al ini dimaksudkan
penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan dan saran—
saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta

beberapa lampiran—lampiran yang dianggap relevan.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil dua kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat Tulungagung tentang hukum Islam. Dimana tidak
menutup kemungkinan bagi pihak—pihak yang ingin melaksanakan pernikahan
masih belum mengetahui syarat-syarat rukun yang harus dipenuhi untuk
keabsahan suatu pernikahan. Karena adanya ketidaktahuan atau keawaman
masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam pemilihan
wali seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu pada
perkara Nomor: 461/Pdt.G/2006/PA.TA.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majlis Hakim dalam perkara
pembatalan nikah dengan alasan salah wali atau wali yang tidak sah ini
merujuk pada pertimbangan kemaslahatan atas pernikahan yang telah
dilaksanakan. Putusan ini tidak lain demi menjaga status hukum pernikahan
dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim
memutuskan batal terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan dengan

menggunakan wali yang tidak sah karena mempelai perempuan masih
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mempunyai ayah kandung sebagai wali nasab yang seharusnya menjadi wali

nikah dalam pernikahan tersebut.

B. Saran-saran

Dengan adanya perkara tersebut di atas, penulis mencoba memberikan

saran sebagai berikut:

1:

Hendaknya sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin baik laki—laki
maupun perempuan mengetahui apa rukun dan syarat-syarat untuk
melangsungkan sebuah pernikahan sehingga akad nikah yang dilaksanakan
sah secara hukum islam dan hukum negara.

Dalam melaksanakan pernikahan, hendaknya pihak Pencacat Nikah dari KUA
harus meneliti secara cermat yaitu surat-surat atau bukti-bukti yang
diperlukan untuk melaksanakan pernikahan, baik syarat formal ataupun syarat
materiil harus dipenuhi. Sehingga perkara pembatalan nikah salah wali tidak

terulang lagi seperti pada Nomor: 461/Pdt.GG/2006/PA.TA
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DARTAR TERJEMAH

No | Hal

F.N

Terjemah

20

21

22

BAB I

Dan dintara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri darimu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan
dijadikan-Nya dintara kasih dan saying sesungguhnya yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.

Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

Maka kamu janganlah(para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminya.

Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.
Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik suatu
kemaslahatan.

19

20

" BAB I

Dan kawinkalah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang-orang vang layak (berkawin) dari hamba-hambamu
vang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maba
Luas(pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Siapapun diantara wanita menikah tanpa seizing walinya maka
nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika suaminya
menyetubuhinya, ia berhak atas maharnya, karena ia telah
menghalalkan kehormatannya, hakimlah yang bertindak
menjadi wali wali bagi bagi seseorang yang tidak ada walinya.

BAB IV
Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Mencegah kemafsadatan itu lebih diutamakan daripada
menarik kemaslahatan
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12

| 68

68

70

Maka kamu janganlah(para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminya.

Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik suatu
kemaslahatan
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PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Untuk Panitera :

1. Bagaimana kronologiss dari perkara tersebut?

2. Apa isi permohonan Pemohon?

3. Siapa saja yang menjadi Majlis Hakim dan Panitera dalam perkara

pembatalan nikah salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung?

Daftar Pertanyaan Untuk Majlis Hakim :

1. Apa dasar pertimbangan Majlis Hakim dalam memutuskan perkara
pembatalan nikah salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung?

2. Apa dasar dari Pemohon untuk mengajukan permohonan nikah di
Pengadilan Agama Tulungagung?

3. Bukti-bukti apa saja yang diajukan oleh Pemohon?

4. Bagaimana putusan akhir dari hakim dalam perkara pembatalan nikah

salah wali di Pengadilan Agama Tulungagung?

Daftar Pertanyaan Untuk KUA Garum Blitar :
1. Bagaimana proses sebelum adanya Akad Nikah berlangsung?

2. Bagaimana proses Akad Nikah berlangsung?
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C Nomor D461 Pdec 2006 DALY

L\ U ENg P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MATLLES A

-------- Pengadilan  Agama Tulungagung vang memenhsa dan meneadili pakas
perdata di tingkat pertama vang bersidang di Balai Sidane Peneadilan Avama
Tulungagung, dalam persidargon Majlis telah menjatubkan putison sebava 1cie

dibawah ini dalam perkara antara © =-==amemmeecaeee T RS

-------- NINA RAHMAWATL bintt SUNVANL umur 26 tahun avama INam.
pekerjaan Swasta, tempat tinggal i Dusun Nereco, Desa Sobontoro
Kecamatan Bovolangu, Kabupaten Tulungapung. dalam hal-hal 1¢lah
memberi kuasa kepada Santoso S.11 advokat Penaschat Hukum. alamat
di J1.. Pahlawan 62 Tulungagung berdasarkan sural kuasa tangeal 24

Maret 2006 dengan nomor: 19946172000 sclanjutnya disebul schagai

Pemohon; —ommmme oo e e s
melawan:

———————— SUMARIJI bin SUKAMTO, umur 36 tahun, agama Ishum, peherjaan Swasta,
tempat tinggal di Desa Tamban, Kecamatan Pakel  Kabupaten

Tulungagung, selanjutnya discbut schagim Fermohion: «-maeemmmemmacacae

-------- Pengadilan Agama tersebut ; - RO RTE TR L P T
-------- Telah mempelajart berkas perkara ; oo o e
-------- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dimuka persidangan .

TENTANG DUDUK PERKARANY A

-------- Menimbang bahwa Pemohon dengan suratnva tertanggal 29 NMarel 2000 vang
ditandatangani  kuasanya untuk mengajukan permohonan pembatalan mikah dan
terdaftar scbagai perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagune. dengan
nomor 461/Pdt.G/2006PATA tertanggal 29 Naret 2006, vang pada pokobuva atas
dalil-dalil sebagai berikut: e TR T L

1. Pada tanggal 02 Neci 2000, Pemohon dengan  Fermobon  melangsunghan
pernikahan vang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Garum Kecamatan Blitar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 11 0TV Joun
tanggal 2 Mei 2000); =---mmmmmmmesm e e

2. setelah pernikahaan tersebut Pemohon dengan termohon berumabh ianeea

bersama. Selama pernikahan tersebul Pemohon dengan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikanmia katwrmany =------
3. Bahwa pada saat pernikahan vang menjadi wali nikah Pemohon adalah ARTIADI

vang sebenamya adalah  avah angkat  Pemohon  Scbagaimuma Penctapan
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Pengadilan Negeri Tulungagung nomor: 65 TdLPA99LDPN Ta  tangeal 21

November 1994 (terlampir) dan bukan avah kandung Pemohon STY AN <ceeeeee
4. Bahwa oleh karena itu. pernikahan antara Pemohon dengan Fermohon tetah
melangar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karen avang
seharusnya menjadi wali nikah Pemohon adalah avah Kandune Pemohon namun

terdapat kesalahan yang sangat fatal harena vang menjadi wali nikah Pemobon

adalah ayah angkat Pemohon; =-meemmeame e e
5. Pemohon sanggup membayar scluruh biaya vang timbul akibat porkara ini; --------
------- Berdasarkan alsasan/dalil-dalil diatas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tulungagung segera memerksa dan mengadibh perhira ik clinjuima
menjatuhkan Putusan yang amarmya berbunyi: —---ememe s mm oo
1. Mengabulkan permohonan Pemohon: —e--semeeme s s e

2. Menetapkan, membatalkan perkawinan anfara Pemohon NIN A ROPINIAW AL
binti SUYANI dengan Termohon SUNIARIE b SURK ANTTO vane dilanosunsban
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanceal Y N
2000 mmmm e e e
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 1101 2000 neeal 2

Mei 2000 yvang dikeluarkan oleh Kantor Urusam Neama Foocomatin siarnm

Kabupaten Blitar tidak berkekuatan Hukumi =--esmeeommmmm e
4. Menetapkan biaya perkara menurut RURUIM. ~ecms s m e e
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang scadil-acihnnva: svemmemmmmcee e
------- Menimbang, bahwa pada hart persidangan ini - Pemohon 1chih moenghadap
sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menvaruhy srane fam untulk
menghadap sebagai kuasanva. meskipun Pengaditan telaly meranes) <0 ova paut, <ah

sempurna serta ketidak datangannva itu tidak discbabhan oleh sesuatu halanean vang

patut : -- T E I PR
------- Menimbang, bahwa perkara ini dimular dengan membacakan permehonan
Pemohon, ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon @ -seeeemmmmmmsimceoi e
------- Menimbang, bahwa untuk mencguhkan  dalil pomobonannvg Pemohon
mengajukan surat surat bukti berupa @ —eeeememmmmm e e

1. Surat Keterangan tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon denean Fermehon
vang dikeluarkan  Kantor Urusan  Agama  Kecomatm Glasum Bty
K.K.13/01/Pw.01/04/T11/2006, tanggal 20 Marct 2006, vang bermalerw cubap.
selanjutnya dibeni tanda P.1 | cemmmmrm oo e

2. Folocopy Penetapan Pengadilan negeri Tulungagung tentang penctapan Anak
angkat, tertanggal 21 nopember 1994, nomor @ 05 PALP PNCOEAD ve bormuaierai
cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; semeeesemmrmmmmem e oo e

3. Fotocopy Akta Kelahiran, atas nama : Pemohon. nomor 06701 151 1989 tangeal
16 Desember 1989, vang bermaterai cukup. sclanjutnva diberi tanda 17,370 wmeemeeeee-

------ M enimbang, bahwa sclain itu juga Pemohon mengajuban alat slat buku berupa
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1. TAYIS bin KOMAR, umur 30 tahun, Agama Isiam. Pekerjaan NS tempat tinogpal
di Desa Sukoyono, Kecamatan Karangrejo. Kabupaten  Toluneacung, ving
menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut @ —=-ememmemmmmie e

f

Bahwa sakst sudah kenal Pemohon dan Termohon. karena paman Pemohon: --

Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dan Bapak Suvani. vang
sekarang ini berada i Sumatera, dan pernah pulang pada waktu Iebaran tahun
2003 ; m=mmmmmmme e e e e

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon bahwa  Pemohen dan

Termohon telah melaksanakan permkahan pada tahun 2000 di KUA Kecamatan
Garum Blitar, dengan wali nikah Ayah Pemohon vaitu bernama : Bapak Anrvadi
(Ayah angkat Pemohon) dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara diam -
diam, sehingga keluarga tidak ada vang mengctabiun | —-mmemmmmmmm e

- Bahwa sekarang iri antara Pemohon dan Termohon sudah saling pisahan tidak
Kkumpul satu rumah selama 1 tahun § ==-vemeeeees e e e e e

2. MIFTAKHULLOH bin FATKHUL BANRL umur 24 tahun, Aeama Islan.
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman 16 Kenayvan
Tulungagung, yang menerangkan i bawah sumpah scbagai berthut : -=vee-eemevenes -

Bahwa saksi sudah kenal Pemohon dan Termohon, Larena sakst teman

;

Pemohon ; S VS S——
- Bahwa saksi mengetabui dari pengakuan Pemohon bahwa o Pemohon dan
Termohon telah menikah di KUA Kecamatan Garum. Kabupaten Blitar @ ---e---
- Bahwa saksi juga kenal dengan suamt Pemohon vaitn guramva computer (D
BOoyolangu ; =meemmme s oo e
- Bahwa saksi mengerti Pemohon adalah anak angkat dant Bapak Anvadic namun
tidak tahu persis siapa avah kandung Pemobion | =seesmmmmmmmn e
- Bahwa benar sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisali - pisahan
selama 1 tahun | —emmmmm e s e em—————

-------- Menimbang, bahwa selanjutnva Peneugeat tidak  menvajukan  sesuatu

tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Acama Pelunearone menjatubhon
DUTUSATIYA | ro-mmmmmm s rm e m e m s mmam e e s s m e s R s e mm amr m S e S m e S S S s e S
------ Menimbang, bahwa untuk lebth lenekapnya putusan inic maba duonguk berta
acara vang ada dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian vane ah tworprahhan -

TENTANG PERTIMBANGAN TIURKUNMNY A

-------- Menimbang, bahwa maksud  dan tguan pomebon Pomohon dalah
sebagaimana terurai tersebut diatas; ==m-m=swsssmsmm oo e
mmemnes Menimbang, bahwa Pemohon telaly hadie dipersidanean dan teladb menvoreh
orang lain sebagai kuasnya untuk menghadap i persidangan. walinpun vang

bersangkutan telah dipangeil secara patut, Lagipula tidak termy ata babvea lidak hadinmya
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itu disebabkan oleh suatu alasan vang sah. maka oleh harenanva harus dinvatahan
Termohon tidak hadir dipersidingan meemmerm s
-------- Menimbang, bahwa Pemohon telah meneajukan alat-alar bkt dipersidanoan,
baik surat maupun saksi, dan semua alat bukti tersebut telah memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, oleh karcnanva permohonan dapat diterima ;. =~----
------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, 1 terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon telah melangsungkan pernikahan di KU\ kecamatan Garum Kabupaten
Blitar, dengan Akta Nikah nomor: 11,01\ 2000 tertanggal 07 e 000 denvan wal

ayah nama Anyadi | ==---sesememm e e e s
-------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukt P I1 terbuki balwea Anvadi bulanlah
ayah Kandung Penggugat tapi hanya ayah angkat 1 ==-emmmmmmmmms e
-------- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti . 1L terbukti bahwa Pomohen adaiah
anak dari pasangan suami — 1$tri Suvani dan Maryvati § s--eessmmmemmrrmn e
-------- Menimbang bahwa dengan berdasar pada keterangan sabsr <akst dibasah

sumpahnya yang diajukan oleh Pemohon vang dibenarkan olch Pemohon. maka
Majelis Berpendapat Pemohon telah mengemukakan dalil permohonannyiy @ -seececeenes
-------- Menimbang bahwa keterangan para saksi vang telah disumpah, terbuki
Pemohon adalah anak kandung dart pasangan suami isterr Susani dan Nanat,
sedangkan Anvyadi adalah Avah Angkat Pemohon ;=seemmreememmmmao e
------- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarhan bukn-bukti tersebmn diatas, maka
vang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah avah kandunenva sending vaitu
Survant. bukan Ayah Angkainya vang bermnama Arivadn A St s e
-------- Menmmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana diuratkan diatas.
dan sesuat dengan pasal 22 dan 24 Undang  Pndoang Nomor Toalwn 197 1 dan pasal
71 (b) KHI permohonan Pemohon patut dikabulkan dan pemikahan Pemohon dan
Termohon harus dibatalkan | e e e e e
———————— Menimbang, balwa oleh Karena perkawinan anfara Pemohon dan ‘Fermohon
dibatatkan, maka Akta Nikah dan Kutipan Akt Nikah Nomor 0 VE G N 2000 tanegal
03 Mei 2000, vang dikcluarkan oleh KUNA kecamatan Garume Rabupaten Blitar,
harus dinvatakan tidak terkekuatan Hukum § cmevmmcom oo e
-------- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang Undane Nomor 7
Tahun 1989 seluruh biava perkara dibebankan kepada Pengenoat @ smmemmmveeecme e oeen
-------- Mengingat, akan pasal - pasal dalam Peraturan Perundang  Undangan vang

berlaku dan hukum syvar’i vang berhubungan dengan poerhara inl @ ---eeecems cmimmocinenans

MENGADIILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil denean patn entule menethadap

sidang tidak hadiy § —=--=-mmremm oo oo

t

Mengabulkan Permohonan Pemohon: s-v-ms oo -mememvmmsmes oo oo
3. Menetapkan membatalkan pemnikahan antara Pemohon (NIN A ROFINIAMW AT
bintit - SUYAND  dengan Termohon  (SENIARE o sl AN oy vang
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dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2000, nomor : 1101V 2000, dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah pada Kontor Uruson Agama Kecmnatan G,
Kabupaten BIIAr | =e-ecmcmemem oo oo e
4. Menyvatakan Kutipan Akta Nikah yvane dikeluarkan olch Pegovwar Pencatat il ah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum. Kabupaten Bitar. taneeal 02 Mo
2000, nomor : 11/01 V2000 tidak berkehuatan Fukum © weemssmeiemmmeee o
5. Membebankan Pemohon untuk membavar biava perkara im sebesar [p 311,000, -

(tiga ratus sebelas ribu rupiah); —=emmee oo rmm e

-------- Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulungagung pada hari SELAS AL tanecal
12 Juni 2006 M, bertepatan tanggal 29 Jumadil Ul 1427 11T ofch s s 1L
MUSTANIID AZIZ, SH sebagai Hakim Ketua Majhis, Dire FEFLNENT N AMAUN,
SH.M Hum. dan Drs. MOLL JAENURL SH masing masing sebagar Hakon Angecla
dan  SUHARTININGSIH. SH sebagai Panitera Pengeantic pada harn ita juua

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dhadin olch pebals Pomelon

serta saksi — saksi, tanpa hadimya Termohon § —--memeesmmem s
HTAKIM ANGGOYTA TEARINE R LU A
Tid. . It
Drs, ENLMUNAWAN, SHN Hum, Pys, TINS5 A/, S0

HAKIM ANGGOTA
Ttd. PANILERN PENGG ]
Id
Drs. MOH. JAENURI, 5.1

SUHARTININGSHEL S

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 50.000.- Cntuk salwim vang saone banss,
2. Panggilan Rp 180.000.- ivleh
3. Lain-lain Atas Wbk Limiters Pengsidan o Lalunog

Perintah Pengadilan Rp 75.000).-
4. Metera Rp G000, -

JTumlah Kp 311.000,

(tiga ratus scbelas ribu rupiah) VLS AY UL STLALTL
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Guna mengadakan penelitian ( Riset ) di : Pengadilan Agama
Tulungagung

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari’ah ( sbg. Laporan )
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

et e i St e m g e ey

Nomor ' 470/014 Yogyakarta, 02 Januari 2007
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di tempat survey/research

- Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai
dilakukannya survey/research harap melaporkan hasilnya
kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, cq Badan
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£t 2007
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i

i
ey

P A E ':e‘.:;'","» "
“©= 4 Blitar, 30 Maret 2007

£ 6% “Kepala
; KUA Kec. Garum
‘fi “ s ok

Ne T Dre MM, SUBRIAN O MAg.

Nl B NP, 150 275 469 2,




JIBUNSUOY SUPD)  saseseereees
OPUBLIOY SUED) * -

HS 1M OVWNINY - = DV
HSHNIAYAL A A H S ARV HYL L DX

TUrBurIAay HS WS 8 H S NMYAHDYY T TI8
HYQIVNSUYAN T HINTH'S ‘3 IDIVENS AN3H £ =€ M ONOALT. 5K
QINYPNS “Lfomeeree S | IQvHS! '$: 9 =6 NIHOWA =DV
ILNVOONId VUSNAINC/VLISNANG : IINVOON3d VH3LINYd
H'S WINVYHD YHONSYN IWN By'S 'HOIMSNW P IEYNra HOW 'sig || H'S 'DICISOY HAOW | |[H' S HISONINILY'
| WNWN 'OvEaNSYA NVONVNIXN OVEENSYH | | NVIVMYOIJIAN'OVEENSYH | § | WNXNH ‘GNANYd NVLYOND "‘ANWNVd NVYNOHOWY3d "an

_

NISHSNW HOW "siQ
SIHVLIHMIS TIHAVM

IMCHHYE NIZOD WYII

NINH YA

‘H'S I[NNIV 'HOW

H'S IMOLNOL

HW 1avAns

X1adls

WNH'W "H'S 'NYMYNNWIN'H

‘SW NVYIWHOY YNHLYS
WPDIVYH-INDIVH

'81Q
'siQ
'SI0g
ila)
‘s1q
‘8iQ
's1Q
51q

T ONE T ©O N ©

[ E R EEENNNE]

ONNOVONNTINL VNVOV NVIIAVON3Id

HIN "H'S 'ILNAVS INVA 'V 'siQ
VHILINVA TIMVM

sessssnasusfuosnnann

‘WNH'W "H'S 'NNSHOVI 'sid
SIdV.L3IYMIS / VYILINVd

NIONY3IHVYS 'sid
YNL3H TIMVM

'H'S 'ZIZY AIFNYLSNW 'H 840
YNi3M

ISVSINVOHO ¥NLIMNYLS



PETA WILAYAH YURISDIKSI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

U
KABUPATEN

TULUNGAGUNG

Skala 1 : 300.000

SAMUDRA INDONESIA



A. Keterangan Identitas

Nama

Temapat/Tgl. Lahir :

NIM

Fak/Jurusan
Alamat Yogyakarta
Alamat Asal

Nama Orang Tua
Ayah

Ibu

Alamat

B. Keterangan Pendidikan

CURRICULUM VITAE

: Siti Faizah

Tulunganug 04 Oktober 1981

: 0330100
: Syari’ah/AS-1
: Nologaten No.62 Catur Tunggal Depok Sleman

: Simo, Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur

: H. Nur Hadi
: Hj. Nur Hanifah

: Simo, Kedungwaru Tulungagung Jawa Timur

SDN Simo Tulungagung lulus tahun 1994

MTsN Beji Tulungagung lulus tahun 1997

SMU Diponegoro Tulungagung lulus tahun 2000
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